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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang 

telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini diuraikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat 

dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan 

rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

Proses pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan, Dan Penanggung Jawaban. Pengelolaan ADD 

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Plampang Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya 

masih belum optimal, hal ini terlihat dari proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan untuk proses 

Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana 

untuk tahapan berikutnya. Begitu pula dengan pertanggung jawaban 

penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil 

kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah 

yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. 
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Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) meliputi faktor pendukung dan penghabat, faktor pendukung yakni 

adanya partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada 

Pemerintah Desa, sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor 

penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat 

Pemerintah Desa Di Desa Plampang yang rata-rata berpendidikan 

SMK/SMK. Hal ini meyebabkan kurangnya pengetahuan tentang 

pengelolaan ADD dan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap 

tahun berubah, fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD 

mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya da komunikasi 

masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum. 

5.2 Saran  

 Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Plampang harus 

mengikuti prosedur  dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis 

pengelolaan ADD.  Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam proses 

penggunaan anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih 

dahulu sehingga pembangunan yang pemerintah laksanakan tepat sasaran. Selain 

itu, pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan. Aparat Desa 

Plampang, masyarakat dan seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerja 

sama dalam pengelolaan ADD di Desa Plampang dengan meminimalisir faktor 

penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD. 
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* Upaya dan tanggapan pemerintah desa terkait birokrasi dan manajemen 

keuangan desa   

*Pengisian ini dibutuhkan pengamatan dan pendalaman dari tim peneliti, 

untuk menguji kebenaran, dapat menggunakan metode wawancara dan 

penelusuran dokumen/bukti terkait. 

 

Upaya Checklist 

 

 Ya Tidak 

Pembentukan Hukum (Perdes) tentang 

RPJMDesa 

  

Pembentukan Hukum (Perdes) tentang 

RKP- Desa 

  

Pembentukan Hukum (Perdes) tentang 

APBDesa 

  

Program Pelatihan dan upgrading 

pembuatan dan penyusunan laporan 

keuangan desa 

  

Pembentukan program pelaithan staf 

desa 

  

Koordinasi dengan Pemda terkait 

pengelolaan keuangan desa 

  

Mengajukan bantuan/kerjasama kepada 

lemabaga bantuan pengembangan literasi 

dan Pengoperasian ITE 

  

Pemasangan 

baliho/banner/stiker/selebaran terkait 

dengan infomasi laporan penggunaan 

dana desa 

  

Sosialisasi oleh OPD/lembaga 

pemerintah/lembaga lain tentang 

penguatan pemahaman birokrasi 

penjemputan program dan Proposal 

  

Lainnya 

……………………………………………………………… 
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1. Potensi dan kapasitas stakeholders desa dalam pengelolaan Keuangan 

Desa 

*Pengisian ini dibutuhkan pengamatan dan pendalaman dari peneliti, 

untuk menguji kebenaran, disarankan untuk meminta dokumen profil desa, 

RPJMDES, dokumen lain untuk meguraikan kondisi. 

 

Potensi/Kapasitas Uraian 

Kondisi 

Jumlah penduduk  

Pekerjaan Penduduk (3 pekerjaan teratas)  

Pendidikan Penduduk (3 pekerjaan teratas)  

Tanggapan atau presepsi masyarakat tentang efektifitas 

pengelolaan keuangan desa (Menurut tokoh 

masyarakat/tokoh adat) 

 

Pendapat perangkat desa terhadap perkawinan usia anak  

Pengetahuan/pemahaman perangkat desa terhadap 

penguasaan pengeoprasian IT (computer dan Sistem 

Keuangan Desa) 

Tingkat 

kemampuan

: 

a. Sangat 

Baik b. 

Baik c. 

Cukupd. 

Kurang 

Periode sosialisasi sebagai Staf/sekdes/Bendahara Tingkatan: 

a. >10 b. 5-

10 c. 1-5 d. 

Tidak 

pernah 

Fungsi BPD (Menginisiasi pengawasan pengelolaan 

keuangan Desa) 
 

Pendidikan/Sekolah (Jumlah dan kondisi) Staf desa  

Keterdediaan sarana dan fasilitas pendukung (menunjang 

tata kerja manajemen kuangan desa) 
 

Eksistensi Karang Taruna/organisasi 

kepemudaan/organisasi keagamaan dalam keterlibatan 

penggalian gagasan program RPJMDesa dan RAPBDesa 

pada musdus dan musrenbang desa 

 

Lainnya 

……………………………………………………………

… 

 

  

 

 

 



 

79 
 

2. Pengukuran Persepsi (Skala Likert) – UNTUK MASYARAKAT UMUM  

 Sampling minimal 5 orang di Desa tersebut 

 Sampling tersebar sesuai karakter penduduk/variasi pekerjaan, kedudukan, pendidikan dan kelas sosial 

 

Pernyataan Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap 

keterbukaan informasi keuangan desa 
     

Adakah keterlibatan masyarakat dalam 

menggalian gagasan sebagai dasar acuan 

musdus dan musrenbang desa 

     

Adakah Keterbukaan informasi terhadap 

PAD, ADD, DD dan lainnya 
     

Pernahkah selama ini pertanggungjawapan 

keuangan melibatkan masyarakat 
     

Efektifkah tentang pengelolaan keuangan 

desa 
     

Adakah sosialisasi keterlibatan masyarakat 

terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa. 
     

Adakah pungutan kepada rakyat yang 

berkaitan dengan keuangan Desa. 
     

Pernahkah terjadi pemotongan atau dalam 

bentuk lain kepada masyarakat seperti 

Bantuan Sosial, dan lain sebagainya. 

     

Tetap sasarankah pengelolaan keuangan 

desa. 
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3. Pengukuran Persepsi (Skala Likert) – UNTUK STAF/ PEMDES 

 Sampling Untuk Responden (Kaur Desa/Sekdes/Bendahara) 

 Sampling tersebar sesuai karakter  dan Tugas, fungsi serta tanggungjawab  

kerja 

 

 

 

Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

Saya bias menguasai IT Program (word dan 

Exccel) dalam pengelolaan keuangan Desa 

     

Saya bekerja sesuai bidang yang di SK kan      

Saya tidak pernah melakukan pelatihan 

pembuatan laporan keuangan desa 

     

Saya masih belum begitu menguasai 

pelaporan melalui Aplikasi system kuangan 

desa 

     

Saya membuat list laporan keuangan 

perbulan, triwulan, semester, dan tahunan 
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*Kebutuhan Data Untuk Mendukung Pedoman Penelitian 

1. Profil Desa 

2. RPJMDes 

3. APBDesa 

4. RKP-Desa 

5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

6. Dokumen/dokumentasi 

7. Hambatan dan kendala dalam penelitian 
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LAMPIRAN 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Dokumntasi Wawancara Dengan Kepala Desa Desa Plampang 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa 

 

 

Dokumentasi Wawancara Dengan Sekertaris Desa Desa 

Plampang Kecamatan Plampang  
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Dokumentasi Degan Tokoh Masyarakat Desa Plampang 

 

 

Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Plampang 
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Dokumentasi Wawancara Dengan Perangkat Desa Kasi 

Pemerintahan 

 

 

Dokumentasi  Wawancara Dengan Perangkat Desa Kasi  SOSMAS 

 

 

 


